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BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20 19 |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Perlu ditetapkan Peraturan Bupati BuruSelatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

enimbang a.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

2.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14286):

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

4.

Ne

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400):

|

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421),

5.

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan
di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4878):

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130):

9.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Nomor 5234):



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502),
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540),

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),T
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585),
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

iti



Menetapkan

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614):

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1572),

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Daerah Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019)

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

dan

BUPATI BURU SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

IV



Pasal 1

bah sejumlahberjumlah Rp 149.033.257.000,00 bertamah Tahun Anggaran 2019 semula
cian sebagai berikut :

3garan Pendapatan dan Belanja Daer
F 14. 1 17.899.000,00 sehingga menjadi Rp. 749.508.510.000,00 dengan rin

728.390.611 .000,00
& Pendapatanka. Semula Rp.

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 14.117.899.000,00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 742.508.510.000,00

h
|. Belanja

1 a. Semula Rp. 142.033.257.000,00b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 17.386.821.000.00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 759.420.007.8.000,00Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan (Rp. 16.911.568.000,00 )

8. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 59.892.646.000,002) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 268.922.000.00Jumlah Penerimaari setelah Perubahan Rp. 91.161.568.000,00
b. Pengeluaran

Rp. 7 .250.000.000,00
(Rp. 3.000.000.000,00

Rp. 4.250.000.000,00

1) Semula
2) Bertambah/ (Berkurang)elah PerubahanJumlah Pengeluaran set

“



Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 16.991.568.000,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp.
|

0,00

Pasal 2

Wiikpkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.1

Pasal 4

lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yng ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati Buru Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

vi



Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran

Daerah.
Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 26 September 2019

(BUPATI BURU
seLamang,

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 26 Septemgper 2019

(aeTAIRIS"DAERAH,
IN1

4

anDAR WALLA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan uai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ENU, SH. M.Si
NIP: 19740621 200012 1 002
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BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

Umum1

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan ini dimaksud untuk memberikan landasan hukum bagi
pelaksanaan penyelenggaraan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan
Tahun Anggran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
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PASAL DEMI PASALTi

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAH BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 14
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